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The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

Pembagian Urusan Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

(Lampiran DD angka 5 UU Pemerintahan Daerah)
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The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
(Pasca UU Nomor 23 Tahun 2014)
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Dampak Pemberlakukan UU 23/2014
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

❖ Penyelenggaraan perlindungan konsumen menjadi kewenangan

pemerintah provinsi termasuk pembinaan dan penganggaran kegiatan

BPSK.

❖ Proporsi anggaran untuk BPSK pada Pemerintah provinsi terbatas.

❖ Tidak seluruh BPSK yang ada di kabupaten/kota mendapatkan

anggaran sehingga tidak beroperasi

❖ Berkurangnya saluran penyelesaian sengketa konsumen di daerah.

❖ Terbit Permendagri No 33 /2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD

TA 2018

❖ Revisi Permendag 13/ 2010 menjadi Permendag 06/ 2017 tentang

BPSK

❖ Revisi Kemenperindag No 350/ 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang BPSK
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Kondisi BPSK Tahun 2018 

Nasional
170 BPSK

70 BPSK 
Operasional

100 BPSK 
non 

Operasional

Anggaran
Operasional
22 Provinsi

Aceh

Riau

Kepulauan Riau

Sumbar

Jambi

DKI Jakarta

Banten

Jawa Barat

Jawa Tengah

DIY

Jawa Timur

Kalbar

Kalteng

Kalsel

Kalut

Kaltim

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan

NTB

Lampung

Bengkulu
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ARAH KEBIJAKAN DALAM STRATEGI 

NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN

(STRANAS – PK)
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The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

Latar Belakang Stranas-PK:
Indeks Keberdayaan Konsumen masih rendah
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Indeks Keberdayaan 
Konsumen (IKK)

Indonesia:

33,70
(tahun 2017)

Konsumen Indonesia belum 

sepenuhnya mampu 

menggunakannya untuk 

menentukan pilihan 

konsumsinya serta belum 

mampu memperjuangkan 

haknya sebagai konsumen.



The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

Latar Belakang Stranas-PK:
Indeks Keberdayaan Konsumen masih rendah
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Rata-rata IKK di 28 

provinsi yaitu 32.06,  

dengan rata-rata IKK  

perdesaan sebesar 29.10 

dan IKK  perkotaan 

sebesar 34.81. 

Perkotaan lebih tinggi 

indeksnya  dibandingkan 

perdesaan.
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Latar Belakang Stranas-PK:
Perilaku Pengaduan Masih Rendah
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Pengetahuan konsumen 
Indonesia terhadap 

lembaga perlindungan 
konsumen masih rendah

Penyebabnya:

1
Jumlah lembaga perlindungan 

konsumen sedikit dan tidak 

merata, contoh kasus: BPSK (Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen)

2
Kapasitas/kualitas lembaga 

perlindungan konsumen masih 

rendah
Contoh: Dari 426 LPKSM yang ada di 

Indonesia, hanya 3 yang menjadi 

anggota organisasi konsumen 

Internasional (Consumer International)
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Latar Belakang Stranas-PK:
Perlindungan Konsumen Bersifat Lintas Sektor
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Pemerintah

Masyarakat
Pelaku 
Usaha

Perlindungan konsumen

• Perlu ada suatu kesatuan 

langkah antara seluruh 

pemangku kepentingan 

(pemerintah, pelaku 

usaha, masyarakat) agar 

penyelenggaraan 

perlindungan konsumen 

dapat lebih sinergis, 

harmonisasi dan 

terintegrasi.

• Pemerintah sendiri terdiri 

dari banyak 

kementerian/lembaga, 

begitu pula pelaku usaha 

dan masyarakat yang 

berbeda-beda serta dari 

beragam sektor.
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Arah Kebijakan Stranas PK
Perpres No. 50 Tahun 2017
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ARAH KEBIJAKAN 2017-2019

Perkuatan fondasi

dan percepatan

implementasi

perlindungan

konsumen pada

sektor prioritas

Peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

Penciptaan iklim

usaha dan

hubungan

konsumen-pelaku

usaha yang lebih

berkeadilan

3 PILAR PERLINDUNGAN KONSUMEN

PILAR 1

PILAR 3PILAR 2
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Arah Kebijakan Stranas-PK:
Sektor Prioritas Perlindungan Konsumen (2017-2019)
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